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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM 

PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2017 – 2020 

 

Abstrak 

 

Upah minimum merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, 

semakin besar penerimaan upah buruh maka akan semakin kesejahteraannya meningkat. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis investasi, indeks pembangunan manusia, 

pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB terhadap upah minimum provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera selama kurun waktu 2017-2020. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil uji pemilihan model membuktikan 

bahwa fixed effect model (FEM) terpilih sebagai model terbaik. Hasil analisis uji t 

menunjukan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap upah 

minimum, sedangkan investasi, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB tidak 

berpengaruh terhadap upah minimum. Hasil uji F membuktikan bahwa model yang dipakai 

eksis. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.963360 atau 96,33 persen yang artinya variasi 

variabel upah minimum dapat dijelaskan oleh variabel investasi, indeks pembangunan 

manusia, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB. Sisanya 3,67 persen dijelaskan oleh 

variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukan ke dalam model. 

 

Kata kunci: upah minimum, investasi, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli 

daerah, deflator PDRB.  

 

Abstract 

 

The minimum wage is one indicator to improve the welfare of workers, the greater the 

acceptance of workers, the more their welfare will increase. The purpose of this study is to 

analyze investment, human index, regional original income, and the GRDP deflator of 

development against the minimum wage of the provinces on the island of Sumatra during 

the 2017-2020 period. The data analysis method used in this research is panel data 

regression. The results of the model selection test prove that the fixed effect model (FEM) 

was chosen as the best model. The results of the t-analysis show that the human 

development index has a significant effect on the minimum wage, while investment, local 

revenue, and the GRDP deflator have no effect on the minimum wage. The F test results 

prove that the model used exists. The coefficient of determination (R2) is 0.963360 or 

96.33 percent, which means that the variation in the minimum wage variable can be 

explained by the investment variable, human development index, regional original income, 

and the GRDP deflator. The remaining 3.67 percent is explained by other independent 

variables that are not included in the model. 

 

Keywords: minimum wage, investment, human development index, local revenue, GRDP 

deflator. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, permasalahan dalam perburuhan yang menyangkut 

tentang upah masih menjadi permasalahan yang kompleks. Upah minimum menjadi tolak ukur 

untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Pada dasarnya, upah merupakan sumber utama 

penghasilan seseorang. Oleh sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan 
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keluarganya dengan wajar. Kewajaran atau kepantasan upah dapat dinilai dan diukur dengan 

melihat kecukupan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). 

Buruh, pengusaha, dan pemerintah pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas 

sistem dan kebijakan pengupahan. Buruh adalah pihak yang menawarkan jasa, dan mempunyai 

peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, buruh tersebut 

memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator 

penting untuk mencukupi kebutuhan hidup tenaga kerja. Buruh dan keluarganya sangat tergantung 

pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan 

kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para buruh dan serikat buruh selalu mengharapkan upah yang 

lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008). 

Sementara bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang 

dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk 

menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, dengan cara ini laba perusahaan 

dapat ditingkatkan. Belum banyak pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan 

dalam menjalankan perusahaan. 

Adanya cara pandang yang berbeda antara pengusaha dan buruh mengenai upah, maka 

diperlukan intervensi atau peran dari pemerintah dalam mengatur masalah pengupahan. Hal ini 

diperlukan sebagai suatu upaya untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara pengusaha dan 

pekerja, mengingat pasar tenaga kerja menempatkan para pekerja dalam posisi yang lemah. Peran 

pemerintah dalam mengatur masalah pengupahan ini diantaranya berupa ditetapkannya kebijakan 

upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot 

kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, 

dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan 

terendah (Damanik, 2021). 

Dalam pengaturan kebijakan upah minimum, nilai KHL merupakan salah satu pertimbangan 

utama yang mendasari penetapan upah minimum. Kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar 

kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. 

Sejak diluncurkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemerintah 

menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam 

pasal 88 ayat 4. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang komponen dan pentahapan pencapaian kebutuhan 

hidup layak. Adapun jumlah jenis kebutuhan hidup layak dalam keputusan tersebut adalah 

berjumlah 46 jenis atau komponen kebutuhan hidup layak. Selanjutnya keputusan tersebut direvisi 

dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang perubahan 

penghitungan KHL, yaitu berupa penyesuaian atau penambahan jenis kualitas dan kuantitas KHL 
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serta perubahan jenis kebutuhan hidup layak, sehingga jumlah jenis KHL hingga saat ini berjumlah 

60 jenis KHL. 

 

2. METODE 

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi-

Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017–2020”. Objek penelitiannya adalah upah minimum 

provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Dipilihnya objek mengenai upah minimum dalam penelitian 

ini dikarenakan upah minimum sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera masih dibawah yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. Upah minimum merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan tipe data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) 

dan data silang (cross section). Menurut Gujarati dan Porter (2009) data time series merupakan data 

dari satu objek dalam beberapa periode waktu tertentu. Data time series dalam penelitian ini adalah 

empat tahun (t = 4) yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Data cross section merupakan data 

dari satu atau lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama. Data cross section dalam 

penelitian ini adalah sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan 

Kepulauan Riau (i = 10). Dengan demikian, total data dalam penelitian ini adalah 4 x 10 = 40. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

(tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Karena variabel 

independen dalam model ekonometrik ada empat, maka formulasi hipotesisnya: 

0 1 2 3: 0H      (koefisien regresi semua nol atau model tidak eksis); 

1 2 3: 0 0 0AH         (setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model 

eksis). H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F
 
> α.; 

H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F
 
 α. 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F
 

bernilai 0,0000 (< 0,01); jadi H0 ditolak. Simpulan, model terestimasi Fixed Effects Model (FEM) 

eksis. Tabel 1 memperlihatkan bahwa koefisien determinasi (R
2
) bernilai sebesar 0.963360 atau 

96.336 persen. Nilai tersebut berarti 96.336 persen variasi perubahan upah minimum dijelaskan 

oleh variasi perubahan, investasi, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan 
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deflator PDRB. Sisanya yaitu sebesar 3.664 persen dijelaskan oleh variasi perubahan varibel lain di 

luar model penelitian. 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-

sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t. H0 uji t i = 0: variabel independen ke i tidak 

memiliki pengaruh signifikan; HA-nya i ≠ 0:  variabel independen ke i memiliki pengaruh 

signifikan. H0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > 

α; H0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t  α. Hasil 

uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel t Sig. t Kriteria Kesimpulan 

LOG(INV) 0,935854 0,3580 > 0,10 Tidak Signifikan 

IPM 8,400154 0,0000 < 0,01 Signifikan pada α = 0,01 

LOG(PAD) 0,502229 0,6197 > 0,10 Tidak Signifikan 

DF -0,852566 0,4017 > 0,10 Tidak Signifikan 

 Berdasarkan uji validitas pada Tabel 1, terlihat satu variabel independen, yakni variabel 

indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap upah minimum, sedangkan 

investasi (INV), pendapatan asli daerah (PAD), dan deflator PDRB (DF), tidak memiliki pengaruh 

terhadap upah minimum. 

Variabel indeks pembangunan manusia memiliki koefisien regresi sebesar 0,164253 dengan 

pola hubungan logaritma linier. Artinya, jika variabel indeks pembangunan manusia naik 0,01, 

maka upah minimum akan mengalami kenaikan sebesar 16.425 rupiah. Sebaliknya, jika variable 

indeks pembangunan manusia turun 0,01, maka upah minimum akan turun sebesar 16.425 rupiah. 

Nilai konstanta masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.3. Nilai konstanta tertinggi 

dimiliki provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 2,674283. Artinya, terkait dengan pengaruh 

variabel investasi, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB 

terhadap upah minimum, maka provinsi Sumatera Selatan cenderung memiliki upah minimum yang 

lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan nilai konstanta terendah dimiliki oleh 

Kepulauan Riau sebesar 1,817910. Karena itu, terkait dengan investasi, indeks pembangunan 

manusia, pendapatan asli daerah, deflator PDRB terhadap upah minimum, provinsi Kepulauan Riau 

cenderung memiliki upah minimum lebih rendah dibanding dengan provinsi lainnya yang berada di 

Pulau Sumatera. 

3.2 Pembahasan 

Upah minimum periode 2017-2020 dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, sementara 

investasi, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan. Investasi 

tidak berpengaruh terhadap upah minimum di Provinsi-Provinsi Wilayah Sumatera Tahun 2017–

2020. Tidak berpengaruhnya investasi terhadap upah minimum di Pulau Sumatera disebabkan 
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karena penanaman modal dalam negeri yang masuk ke Pulau Sumatera ke lebih banyak pada sektor 

pertanian dan industri pengolahan. Sektor pertanian yang biasanya menghasilkan pajak bumi dan 

bangunan, pajaknya dipungut oleh pemerintah provinsi. Sementara sektor industri pengolahan yang 

biasanya menghasilkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, pajaknya dipungut oleh 

pemerintah pusat. Pada akhirnya, pemerintah daerah di Pulau Sumatera hanya sedikit mendapatkan 

pendapatan apapun dari hasil investasi. Artinya ketika investasi yang tinggi masuk ke suatu daerah 

tidak juga diimbangi dengan kenaikan upah minimum karena ketika upah minimum tinggi investor 

mengalami keuntungan yang sedikit (Anggrainy, 2013) 

Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap upah minimum Provinsi-Provinsi 

di Pulau Sumatera Tahun 2017–2020. Indeks pembangunan manusia tertinggi adalah provinsi 

Kepulauan Riau yaitu sebesar 75,59 persen. Sedangkan indeks pembangunan manusia terendah 

adalah provinsi Lampung sebesar 69,69 persen. Terdapat tiga indikator dalam indeks pembangunan 

manusia yaitu, 1. Lama hidup seseorang yang dapat diukur dengan angka harapan hidup ketika 

lahir, 2. Pendidikan dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah, 3. Angka melek huruf. Untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia, terdapat angka dari IPM, yakni yang 

berkisar 0-1, dimana semakin mendekati angka 1 maka pembangunan manusia di daerah akan lebih 

baik dan kualitas sumber daya manusia semakin baik sehingga upah yang dihasilkan menjadi lebih 

tinggi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ginting Josi Renaldy (2021) bahwa ketika 

indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan akan berdampak pada upah minimum yang juga 

akan mengalami kenaikan. 

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap upah minimum di Provinsi-Provinsi 

Wilayah Sumatera Tahun 2017–2020. Perkembangan pendapatan asli daerah provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera pada tahun 2017 sampai 2020 daerah tertinggi adalah provinsi Sumatera Utara 

sebesar 5.967.651 juta rupiah. Sedangkan pendapatan asli daerah terendah adalah provinsi 

Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung yang tidak mencapai satu juta rupiah. Artinya 

pendapatan asli daerah tidak bisa melakukan pendekatan untuk melakukan peningkatan upah 

terhadap pekerja. 

Deflator PDRB tidak berpengaruh terhadap upah minimum Provinsi-Provinsi di Pulau 

Sumatera Tahun 2017–2020. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah yang mengelola 

sumber daya alam yang dimilikinya, seperti di provinsi-provinsi wilayah Sumatera ini. Salah satu 

indikator yang paling penting dalam mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah atau 

daerah pada kurun waktu tertentu yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar 

harga berlaku ataupun harga kostan. Deflator PDRB menunjukkan nilai tambah barang atau jasa 

yang diukur dengan harga berlaku di setiap periode tahun, dan dasar harga konstan menunjukkan 

nilai tambah barang atau jasa yang diukur dengan harga berlaku pada waktu tertentu sebagai tahun 
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dasar. Maka dari itu jika barang dan jasa mengalami kenaikan belum tentu upah juga mengalami 

kenaikan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel (fixed effect model) mengenai faktor–faktor yang 

mempengaruhi upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 

2017–2020, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut, Hasil pemilihan model regresi data panel 

cross section membuktikan bahwa fixed effect model (FEM) merupakan model yang terbaik. Hasil 

uji signifikansi parsial membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap 

upah minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu 2017–2020 pada tingkat α 

sebesar 0,01. Sementara investasi, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB tidak berpengaruh 

terhadap upah minimum provinsi-provinsi di pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2017–2020 

dengan α sebesar 0,10. Hasil uji signifikansi simultan membuktikan bahwa model yang dipakai 

eksis atau secara bersama–sama terdapat pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, 

pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB terhadap upah minimum di provinsi-provinsi wilayah 

Sumatera selama kurun waktu 2017–2020 pada tingkat α sebesar 0,01. Koefisien determinasi 

bernilai 0,963360, artinya 96,33 persen variasi perubahan upah minimum provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera selama kurun waktu tahun 2017–2020 dapat dijelaskan oleh variabel investasi, indeks 

pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB. Sisanya yaitu sebesar 3,67 

persen dijelaskan oleh variable-variabel independen lain di luar model penelitian. Terkait pengaruh 

investasi, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan deflator PDRB terhadap upah 

minimum provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama kurun waktu tahun 2017–2020, terlihat 

bahwa provinsi Sumatera Selatan cenderung memiliki upah minimum yang tinggi dan provinsi 

Bengkulu cenderung memiliki upah minimum yang rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelakan sebelumnya maka penulis memberikan 

beberapa saran atau rekomendasi kebijakan, antara lain, Bagi dinas tenaga kerja setiap provinsi di 

wilayah Sumatera diharapkan bisa meningkatkan kualitas para tenaga kerja dengan melakukan 

pelatihan-pelatihan ataupun seminar ketenagakerjaan agar tenaga kerja bisa meningkatkan 

produktivitasnya sehingga mendapatkan nilai upah yang layak sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya. Bagi pemerintah daerah diharapkan bisa membangun infrastruktur fisik maupun non 

fisik untuk bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada disetiap daerah. Bagi 

pelaku bisnis setiap provinsi di wilayah Sumatera bisa mempertimbangkan dalam penentuan upah 

untuk para tenaga kerjanya, karena bagaimanapun tenaga kerja adalah mitra dari setiap pelaku 

bisnis. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel bebas yang lebih banyak 

dan model analisis yang berbeda agar hasil penelitian lebih lengkap dan sempurna. 
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